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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

1.    Kesimpulan  

1.1  Keabsahan dari perjanjian kredit usaha rakyat ritel Bank X sendiri dapat 

dianalisis berdasarkan syarat keabsahan perjanjian dalam Pasal 1320 

KUH.Perdata. Jika dilihat dari syarat keabsahan perjanjian, maka dapat 

disimpulkan: 

a. Unsur kesepakatan dalam perjanjian kredit usaha rakyat ritel Bank X 

ini dapat dikatakan terpenuhi, karena pada dasarnya para pihak sepakat 

tanpa adanya paksaan, kekhilafan dan penipuan, untuk membuat 

perjanjian kredit usaha rakyat ritel Bank X ini. Hal tersebut juga 

didasari pula karena kesepakatan para pihak telah dinyatakan oleh para 

pihak secara tegas dalam bentuk tertulis melalui akta di bawah tangan. 

b. Unsur kecakapan, sejauh para pihak dinyatakan cakap dalam hukum, 

maka perjanjian ini dapat dikatakan memenuhi unsur kecakapan ini. 

Kedua belah pihak dalam perjanjian ini telah memenuhi kecakapan 

seperti yang ditentukan dalam peraturan yang berlaku. Nasabah dalam 

hal ini usaha mikro, kecil, dan menengah adalah cakap dengan memiliki 

dasar legalitas. Yang mana masing-masing dari setiap usaha memiliki 

dasar legalitas yang berbeda satu dengan yang lainnya berdasarkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tenang Usaha Mikro, Kecil, 

Dan Menengah. Dasar legalitasnya dapat berupa tanda bukti pendataan 

dan surat izin usaha. Terkait dengan pihak lain, dalam hal ini Bank X, 

dikatakan cakap dengan memenuhi perizinan yang ditentukan dalam 

Peraturan Bank Indonesia Nomor:11/1/PBI/2009 jo. Peraturan Bank 

Indonesia 13/27/PBI/2011 yang perlu melewati tahap persetujuan 

prinsip dan tahap izin usaha. 

c. Unsur suatu hal tertentu dapat dikatakan terpenuhi, karena jika dilihat 

obyek dari perjanjian kredit usaha rakyat ritel Bank X ini sudah 

ditentukan sebelumnya dan dapat habis digunakan, yaitu adalah dana 



94 
 

pinjaman. Hal ini berarti dalam perjanjian kredit usaha rakyat ritel Bank 

X obyeknya sudah ditentukan sejak awal. Hal lain yang dapat  

ditentukan dalam perjanjian kredit usaha rakyat ritel Bank X adalah 

jaminan. 

d. Unsur sebab yang halal, dapat dinilai terpenuhi. Hal tersebut didasarkan 

bahwa klausula perjanjian kredit usaha rakyat ritel Bank X tidak 

bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum 

sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1337 KUH.Perdata. 

Begitupula mengenai restrukturisasi kredit kepada nasabah UMKM 

melalui perjanjian KUR. KUR sendiri ditentukan dalam Peraturan 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku 

Ketua Komite Kebijakan Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pedoman 

Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat yang mana dalam melaksanakan 

KUR kepada Penerima KUR ada dua pihak lain yaitu Lembaga 

Keuangan dan Penjamin KUR. Dalam ketentuan tersebut tidak ada 

kewajiban untuk mencantumkan restrukturisasi kedalam perjanjian 

kredit, karena restrukturisasi diartikan sebagai upaya Bank dalam 

menghadapi nasaba KUR yaitu UMKM dalam mengalami masalah 

pembayaran. Namun pemberian restrukturisasi tidak diberikan begitu 

saja supaya restrukturisasi diberikan kepada nasabah yang memang 

betul membutuhkan upaya restrukturisasi tersebut. Dalam 

melaksanakan restrukturisasi perlu memperhatikan POJK Nomor 

40/POJK.03/2019. Dalam Pasal 51 ayat (1) POJK Nomor 

40/POJK.03/2019 bank hanya berkewajiban memiliki pedoman dan 

kebijakan tertulis mengenai restrukturisasi, bukan mencantumkan 

kedalam Perjanjian Kredit Usaha Rakyat. 

Sehingga keempat unsur di atas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 

1320 KUH.Perdata terpenuhi dan menjadikan perjanjian kredit usaha 

rakyat yang walaupun tidak mengatur restrukturisasi kredit adalah 

perjanjian yang sah 
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Sehingga keempat unsur di atas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 

1320 KUH.Perdata terpenuhi dan menjadikan perjanjian kredit usaha 

rakyat yang walaupun tidak mengatur restrukturisasi kredit adalah 

perjanjian yang sah 

1.2  Restrukturisasi dapat ditambahkan dalam perjanjian. Penambahan ini 

dilakukan berdasarkan pada adendum perjanjian terhadap nasabah yang 

telah memenuhi Pasal 54 POJK Nomor 40/POJK.03/2019. Tidak dapat 

dihindari bahwa keadaan perkreditan akan berubah sehingga klausula 

perjanjian yang telah ada juga dapat berubah. Namun adendum tidak 

begitu saja dapat dilakukan. Nasabah tetap berkewajiban melunasi 

kembali pinjaman yang telah diberikan dari bank berdasarkan sistem 

kredit sesuai perjanjian, karena sejak awal nasabah dinilai oleh bank 

mampu melakukan pengembalian pinjaman melalui penilaian 5C 

(Character, Capacity, Capital, Condition of Economi).  

2.    Saran 

2.1 Diharapkan semua tindakan yang dilakukan bank dalam lingkungan 

perbankan khususnya dalam hal ini melakukan penyaluran kredit usaha 

rakyat, selalu menjaga kepentingan bank dan juga pihak lain (nasabah). 

Namun kepentingan dari kedua belah pihak haruslah saling diperhatikan 

demi tetap tercapainya tujuan dalam perjanjian kredit usaha rakyat.  

2.2 Diharapkan bank dapat merealisasikan peminjaman biaya kepada UMKM, 

namun jika bank menolak pembiayaan yang diajukan oleh nasabah maka 

hal yang dapat dilakukan adalah menyelenggarakan pelatihan kepada 

pelaku usaha UMKM yang sedang atau belum pernah mendapat 

pembiayaan UMKM 

2.3   Diharapkan pemerintah dapat memberikan reward kepada bank yang telah 

menyediakan kebijakan dan prosedur tertulis mengenai restrukturisasi 

demi kemajuan UMKM di Indonesia. 
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LAMPIRAN 

1. Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Ritel Bank X 
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